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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat,

karunia, serta bimbingan-Nya sehingga Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Data dan Informasi Publik Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terukur sebagai bagian dari

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

kondisi pelayanan data dan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan

publik. Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang

komprehensif terkait tingkat kepuasan masyarakat, capaian kinerja pelayanan,

serta berbagai permasalahan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan

pelayanan publik. peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini

masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan

kritikan dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan

pelaksanaan Laporan ini.

Kami berharap Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dapat

memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik sebagai bahan

evaluasi internal maupun sebagai informasi bagi masyarakat. Sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada publik serta komitmen terhadap prinsip transparansi

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, laporan ini sangat terbuka

terhadap saran dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan di masa

mendatang serta terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan

Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kami

ucapkan terima kasih atas apresiasi yang tinggi, semoga dapat di jadikan
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BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun

daerah, wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Pelaksanaan SKM dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus

sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 menegaskan bahwa hasil SKM

berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai dasar evaluasi

kinerja pelayanan publik, perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan,

serta bahan penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan secara

berkelanjutan. Kepuasan masyarakat dalam regulasi tersebut diposisikan sebagai

indikator utama dalam menilai mutu pelayanan yang diberikan oleh unit

penyelenggara pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas

serta wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten telah

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan. Implementasi tersebut diwujudkan melalui

penyelenggaraan pelayanan data dan informasi publik oleh PPID Pelaksana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengolahan data Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) terhadap unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam

PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif

dan kualitatif berdasarkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima
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dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan

kinerja pelayanan yang dirasakan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu,

penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas

pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan dan ekspektasi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan data dan informasi publik yang dilaksanakan

oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan masih

memerlukan upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar dapat

sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut,

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Data dan

Informasi Publik menjadi langkah strategis sebagai alat ukur objektif dalam menilai

tingkat mutu pelayanan badan publik.

Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selanjutnya diolah untuk

menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencerminkan

kualitas pelayanan aparatur terhadap masing-masing unsur pelayanan. Hasil

pengukuran IKM ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja,

mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan, mendorong

peningkatan kinerja unit pelayanan, serta menjadi dasar dalam penetapan

kebijakan dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan publik

secara berkesinambungan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik.

1.3. Pengertian Umum

Sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Data dan Informasi Publik terdapat beberapa

pengertian umum, sebagai berikut :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala

1 (satu) sampai dengan 4 (empat);

3. Survei Periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara

pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat

sebagai pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan

setiap 3 (tiga) bulan sekali, 6(enam) bulanan (semester) atau minimal 1(satu)

kali dalam setahun;

4. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap Institusi Penyelenggara

Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan Badan hukum lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN;

6. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi

indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik;
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7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

8. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada Instansi

Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung

maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan;

9. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai Instansi Pemerintah yang

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

10.Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga Instansi

Pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik;

11.Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara

pelayanan publik;

12.Unsur Pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel

penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit

pelayanan;

13.Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan

apapun) sebagai imbalan jasa atas pemberian layanan publik, yang besaran

dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

14.Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan

sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan;

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan

unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik selanjutnya.

2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan

dengan pelayanan melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

penyelenggara pelayanan publik.

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat

dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan

oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit

penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan yang

dilaksakana oleh unit pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi

Selatan.

6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu

diambil pada masa yang akan datang dan memacu persaingan positif,

antarunit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja

pelayanan.

7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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1.5. Sasaran

Sasaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Data dan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1.Mendorong partisipasi masyarakat sebagai penggunaan layanan dalam

menilai sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara

pelayanan;

2.Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

3.Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik, dan

4.Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

Pelayanan Data dan Informasi Publik mencakup Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah

Kabupaten/Kota, serta masyarakat sebagai pengguna layanan yang menerima

pelayanan data dan informasi publik dari PPID Pelaksana Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi

Sulawesi Selatan selama Tahun 2025.

Survei ini ditujukan kepada seluruh pengguna layanan informasi publik, baik

dari unsur pemerintah maupun masyarakat umum, yang telah memperoleh

pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

survei dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif, terukur, dan

representatif mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan

data dan informasi publik yang diselenggarakan.

Nilai yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan

informasi publik merupakan data utama dalam pelaksanaan Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja

pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam penyelenggaraan

pelayanan data dan informasi publik.

Hasil survei ini selanjutnya menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan

dan kelemahan pelayanan, merumuskan rekomendasi perbaikan, serta menyusun

langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna

mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat.

1.7. Manfaat

Manfaat dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

Pelayanan Data dan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1.Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

2.Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh

unit pelayanan publik secara periodik;

3.Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan Upaya tindak

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM);

4.Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Lingkup Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan;

5.Memacu persaingan positif dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6.Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit layanan;

7.Masyarakat dapat menilai kinerja PPID Pelaksana Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pelayanan informasi dan dokumen.

1.8. Hasil Yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) ini adalah tersedianya data dan informasi yang akurat, objektif,

dan terukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan data dan
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informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dan informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap unsur-unsur pelayanan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Nilai IKM ini mencerminkan

persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang

diberikan, serta menjadi indikator kinerja pelayanan publik pada Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain menghasilkan nilai indeks, kegiatan survei ini juga diharapkan dapat

menghimpun saran, masukan, dan umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna

layanan. Saran dan masukan tersebut menjadi bahan penting dalam melakukan

evaluasi kinerja pelayanan secara menyeluruh serta sebagai dasar dalam

merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan

secara berkelanjutan, guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin

transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.9. Unsur Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Data dan

Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3.Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/tarif*) adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
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besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

Masyarakat;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi pelaksana**) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;

7. Perilaku pelaksana**) adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mancapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

1.10. Prinsip

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan

Data dan Informasi Publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut :

1. Transparan

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat harus dipublikasikan dan mudah

diakses oleh seluruh Masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat harus melibatkan

peran serta Masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil

survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat harus dapat

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten

kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas

pelayanan.
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5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua

pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama,

golongan, dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, survei tidak boleh

mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.
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BAB II
METODOLOGI PENYUSUNAN

2. 1. Periode Survei

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei periodik

merupakan survei yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Survei ini dilaksanakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu atau

periode tertentu sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bersifat komprehensif, karena mencakup

penilaian terhadap seluruh unsur pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Hasil analisis survei digunakan untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat, mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah

diberikan, serta menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik secara menyeluruh.

Selain itu, hasil survei juga dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan

peningkatan pelayanan publik dan untuk mengetahui kecenderungan (tren) kualitas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari waktu ke waktu.

Dalam pelaksanaannya, apabila penyelenggara pelayanan publik

menggunakan metode survei tertentu, maka metode yang digunakan wajib

dinyatakan secara jelas dan transparan di dalam laporan Survei Kepuasan

Masyarakat. Pengolahan dan analisis hasil survei dilakukan dengan mengikuti tata

cara pengolahan data, metode penghitungan, serta klaster penilaian yang telah

ditetapkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 14

Tahun 2017, guna menjamin objektivitas, validitas, dan akuntabilitas hasil survei.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara Tahunan. Pelaksanaan

survei secara tahunan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

konsisten dan berkelanjutan mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta menjadi

dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara

berkesinambungan.
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2.2. Tahapan Survei

Tahapan Survey dilakukan sebagai berikut :

1. Persiapan

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

a.Dalam Pembahasan Kuesioner, Tim Pelaksana survei Indeks Kepuasan

Masyarakat melakukan konsultasi dengan Pimpinan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kick-Off Meeting Tim Pelaksana survei Indeks Kepuasan

Masyarakat untuk menyusun jadwal pengumpulan data.

c. Briefing dan Role Play kepada para interviewer (petugas lapangan)

untuk memastikan bahwa mereka paham dengan maksud kuesioner

dan mengerti cara-cara pengumpulan data yang efektif.

1. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner

Dalam Menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar

pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data

kepuasan Masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner

disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin

diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

b. Bagian Kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama

PENGUMPULAN DATA

PERSIAPAN

PENGOLAHAN DAN ANALISISI DATA

PENYUSUNAN LAPORAN



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 13

instansi yang dilakukan survei

2) Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara

lain : jenis kelamin, usia, Pendidikan dan pekerjaan. Identitas

dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan

dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang

diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam

responden saat di survei.

3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur

maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan

jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup),

sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka)

berupaya pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana

responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan

apresiasi

c. Bentuk Jawaban

Desian bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan

dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif

untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas

pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak

baik/puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) tidak puas, diberi nilai persepsi 1;

2) kurang puas, diberi nilai persepsi 2;

3) puas, diberi nilai 3;

4) sangat puas, diberi nilai persepsi 4

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak

jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
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2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum

efektif.

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu

di efektifkan.

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana,

sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2. Kriteria Responden

Responden dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan

publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan,

khususnya pada pelayanan data dan informasi publik yang dikelola

oleh PPID Pelaksana.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai individu atau pihak

yang sedang atau pernah menerima pelayanan publik dari

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jangka waktu

paling lama dua bulan terakhir sejak pelaksanaan survei. Penetapan

kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa responden masih

memiliki pengalaman yang relevan dan aktual terhadap kualitas

pelayanan yang diterima, sehingga penilaian yang diberikan bersifat

objektif dan representatif.

Responden dapat berasal dari unsur Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, lembaga, maupun

masyarakat umum yang memanfaatkan layanan data dan informasi

publik. Dengan demikian, hasil survei diharapkan mampu

menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh

terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
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3.Metode Pemilihan Responden

Pemilihan responden dalam pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode simple random

sampling. Metode ini dipilih untuk memberikan kesempatan yang

sama kepada seluruh pengguna layanan yang memenuhi kriteria

sebagai responden, sehingga hasil survei yang diperoleh dapat

mencerminkan kondisi pelayanan secara objektif dan representatif.

Responden survei merupakan pengguna layanan publik pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya

masyarakat yang menerima pelayanan data dan informasi publik yang

dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana. Pengguna layanan yang menjadi responden adalah

individu yang sedang atau telah menerima layanan dalam kurun

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan survei.

Dengan menerapkan metode simple random sampling,

diharapkan data yang dikumpulkan bersifat valid, tidak bias, dan

mampu menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas pelayanan data dan informasi publik yang diselenggarakan

oleh PPID Pelaksana. Hasil survei ini selanjutnya digunakan sebagai

bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini

merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

sebagai pengguna layanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode

wawancara tatap muka (face to face interviews) dengan menggunakan kuesioner

terstruktur yang telah disusun berdasarkan indikator pelayanan sesuai ketentuan

yang berlaku, serta secara daring (online) melalui media elektronik berupa aplikasi

survei yang dapat diakses pada laman resmi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi

Selatan, yaitu:

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat.

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat
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Pada tahap pengumpulan data, dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung

untuk menjamin kualitas dan keakuratan data yang diperoleh. Kegiatan tersebut

meliputi pembekalan dan penyamaan persepsi kepada tim pelaksana survei,

pengawasan terhadap proses wawancara di lapangan, serta pemeriksaan

kelengkapan dan konsistensi kuesioner yang telah terkumpul. Selain itu, dilakukan

kegiatan back-checking terhadap sekitar 20% responden guna memastikan

kebenaran hasil wawancara, serta proses validasi kuesioner untuk menjamin

keandalan data sebelum dilakukan pengolahan dan analisis lebih lanjut.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui survei kepada masyarakat yang

menjadi pengguna layanan pada instansi pelayanan publik terkait. Jumlah

responden dalam kegiatan survei ini sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) orang,

yang diambil dengan metode sampling sebanyak 50 orang pemohon sesuai dengan

kriteria responden yang telah ditetapkan. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan

pada mulai tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September

2025.

3. Pengolahan Dan Analisis Data

Kuesioner yang telah terisi selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara

kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu

pengolahan data. Proses pengolahan data meliputi tahapan pengkodean, tabulasi,

serta perhitungan nilai masing-masing unsur pelayanan guna memperoleh Indeks

Kepuasan Masyarakat secara akurat.

Seluruh tahapan pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan dan petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,

proses survei dan pengolahan data dilakukan secara terstandardisasi dan dapat

dibandingkan secara nasional.

Selain mengikuti pedoman nasional, pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat ini juga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi dan

karakteristik spesifik unit atau lembaga pelayanan yang bersangkutan, tanpa

mengabaikan prinsip-prinsip metodologis yang telah ditetapkan. Data yang telah



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 17

diolah selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan uji statistik yang

relevan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komprehensif.

Dengan demikian, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

akurat mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta menjadi bahan evaluasi dan

dasar pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan sebagai

dokumen penting dan strategis yang memiliki nilai informatif, analitis, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, kinerja, serta

perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui proses

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara terstruktur dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Informasi yang termuat dalam laporan tersebut menjadi dasar yang kuat

dalam mendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta

penyusunan rekomendasi strategis terkait penguatan kelembagaan. Selain itu,

laporan ini juga berfungsi sebagai bahan rujukan utama dalam pengusulan

peningkatan status Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan maupun

pemenuhan berbagai keperluan administratif dan teknis lainnya, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, laporan hasil survei tidak hanya berperan sebagai

dokumentasi hasil kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung dalam upaya

peningkatan kapasitas, efektivitas, dan profesionalisme kelembagaan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.
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2.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pengumpulan data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan

di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama

periode 19 September 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Pengumpulan data dilakukan secara daring (online) melalui media elektronik

berupa aplikasi survei yang dapat diakses pada laman resmi Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat.

Pemanfaatan media elektronik ini bertujuan untuk mempermudah akses responden,

meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin efisiensi dan transparansi

dalam proses pengumpulan data.

Responden dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

adalah masyarakat sebagai penerima layanan publik pada Bappelitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan. Secara khusus, responden merupakan pengguna layanan data

dan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Responden diminta untuk memberikan penilaian

berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima layanan, sehingga hasil survei

dapat mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat secara objektif dan akurat.

Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang meliputi

Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data, hingga Tahap

Pengolahan Data serta Penyusunan dan Pelaporan, memerlukan waktu selama 8

(delapan) hari kerja. Rincian tahapan dan alokasi waktu pelaksanaan tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat
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2.4. Teknik Pengumpulan Data
Populasi dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

didefinisikan sebagai seluruh pemohon layanan pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi

Sulawesi Selatan. Populasi tersebut mencakup seluruh masyarakat yang telah

mengajukan dan menerima layanan publik, khususnya layanan data dan informasi

publik selama Tahun 2025.

Berdasarkan data yang tercatat, jumlah pemohon layanan yang terlayani

pada Tahun 2025 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) orang. Mengingat

keterbatasan waktu dan efisiensi pelaksanaan survei, maka tidak seluruh populasi

dijadikan responden. Oleh karena itu, dilakukan penarikan sampel sebagai wakil

dari populasi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling

(pengambilan sampel secara acak), di mana setiap anggota populasi memiliki

kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Penerapan metode ini

bertujuan untuk menghindari bias, menjaga objektivitas, serta memastikan bahwa

sampel yang dipilih dapat mewakili karakteristik populasi secara proporsional.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie, yang merupakan salah satu metode statistik

untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi dengan tingkat

kepercayaan tertentu. Berdasarkan pendekatan tersebut, dari total populasi

sebanyak 131 pemohon layanan, ditetapkan jumlah sampel sebanyak 50 orang

pemohon sebagai responden Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan demikian, hasil survei yang diperoleh diharapkan mampu

memberikan gambaran yang representatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi

Selatan.

2.5. Jenis dan Metode Pengolahan Data
1. Jenis Data

Data utama yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data primer. Data primer tersebut

diperoleh secara langsung dari jawaban responden melalui pengisian

kuesioner Survei IKM yang disebarkan kepada masyarakat pengguna
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layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kuesioner Survei IKM disusun berdasarkan 9 (sembilan) variabel

unsur pelayanan pelayanan yang akan ditanyakan kepada seluruh

responden,yaitu unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif,

Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana,

Kualitas Sarana dan Prasaran serta Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan. sebagaimana ketentuan dalam pedoman penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur pelayanan tersebut digunakan

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan dan

penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada layanan data dan informasi

publik.

Jawaban yang diberikan oleh responden mencerminkan persepsi,

pengalaman, serta penilaian masyarakat secara langsung terhadap kualitas

pelayanan yang diterima. Data primer yang terkumpul kemudian diolah dan

dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

mengevaluasi kinerja pelayanan, mengidentifikasi aspek pelayanan yang

perlu dipertahankan maupun ditingkatkan, serta sebagai bahan perumusan

rekomendasi perbaikan pelayanan publik di lingkungan Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan.

2.Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam pengukuran Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan

untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang dianalisis berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh

responden. Kesembilan variabel unsur pelayanan disusun ke dalam

kuesioner yang terdiri atas 9 (sembilan) butir pertanyaan, di mana setiap
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pertanyaan mewakili satu unsur pelayanan. Setiap butir pertanyaan

menyediakan 4 (empat) pilihan jawaban, yang menggambarkan tingkat

penilaian responden terhadap mutu pelayanan yang diterima.

Pensekoran jawaban responden menggunakan Skala Likert dengan

rentang skor 1 sampai dengan 4. Setiap skor mencerminkan tingkat kualitas

atau kinerja pelayanan, di mana semakin tinggi skor yang diberikan

menunjukkan semakin baik mutu pelayanan menurut persepsi masyarakat.

Skor numerik yang diperoleh dari setiap unsur pelayanan kemudian diolah

secara kuantitatif untuk menghasilkan nilai rata-rata, yang selanjutnya

digunakan dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai skor tersebut juga dikonversikan ke dalam kategori mutu

pelayanan dalam bentuk huruf, yang secara relatif mencerminkan tingkat

kualitas pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Konversi

ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi hasil survei, sehingga dapat

digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan serta sebagai bahan

penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan

publik di lingkungan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan

dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing

unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9

(sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :
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Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, hasil

penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

3. Perangkat Pengolahan Data

1. Pengolahan dengan Sistem Komputer. Perangkat pengolahan data untuk

penghitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan

program komputer dimana data yang ada dientry ke dalam Software

(Microsof Excel) berdasarkan koding yang dibuat.

2. Pengolahan secara manual

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukan ke dalam

formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 9,

dimana 9 pertanyaan tersebut mengandung unsur pelayanan

yang harus dilakukan survei

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per

unsur Pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden.
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Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur

pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per

unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur

pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai

nilai bobot rata- rata tertimbang.

2) Nilai Survei Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9

(sembilan) unsur rata-rata tertimbang dijumlahkan.

3) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks pelayanan yaitu dengan

melakukan penjumlahan nilai unsur pelayanan yang telah

dikalikan dengan nilai bobot rata-rata tertimbang.

Pengujian Kualitas

Data pendapat masyarakat yang diperoleh melalui kuesioner

dikompilasi dan diolah secara sistematis berdasarkan karakteristik

responden. Pengelompokan data dilakukan menurut variabel umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama. Pengelompokan

ini bertujuan untuk menggambarkan profil responden secara komprehensif

serta mengidentifikasi kecenderungan pola jawaban yang diberikan oleh

masing-masing kelompok responden.

Informasi mengenai karakteristik responden tersebut digunakan

sebagai dasar dalam menganalisis tingkat obyektivitas hasil survei,

sekaligus untuk memastikan bahwa data yang dihimpun merepresentasikan

berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, hasil pengolahan data

pendapat masyarakat ini dapat dijadikan bahan analisis yang valid dan

akuntabel dalam proses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun unsur pelayanan yang merupakan komponen Survei

Kepuasan Masyarakat yang mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 24

Tabel 3. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.6. Pengarsipan dan Pendokumentasian Dokumen
Pengarsipan dokumen hasil pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar

seluruh data dan informasi yang termuat di dalam dokumen tersebut tersimpan

dengan baik, aman, dan mudah ditelusuri. Dokumen hasil pengukuran IKM

tersebut memiliki peran strategis sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

Pendokumentasian hasil pengukuran IKM juga bertujuan untuk

menjamin keterbukaan informasi publik serta meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil pengukuran IKM

perlu dipublikasikan melalui berbagai sarana informasi publik yang mudah

diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media

publikasi dimaksud antara lain papan informasi, baliho, serta media elektronik

melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, disesuaikan dengan kebutuhan

informasi masyarakat.

Melalui publikasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh

informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan
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Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi yang disajikan

mencerminkan hasil penilaian masyarakat berdasarkan 9 (sembilan) unsur

pelayanan yang menjadi indikator pengukuran IKM, sehingga dapat menjadi

bahan masukan bagi peningkatan mutu pelayanan publik ke depan.
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BAB III
PROFIL RESPONDEN

3. 1. Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden atau sampel dalam suatu penelitian dapat

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, baik melalui pendekatan tabel

maupun perhitungan menggunakan rumus statistik tertentu, yang disesuaikan

dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini, besaran sampel penelitian ditetapkan

sebanyak 50 (lima puluh) responden.

Responden tersebut dipilih secara acak (random sampling) dari total 131

(seratus tiga puluh satu) orang pemohon yang telah memanfaatkan layanan pada

Tahun 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan sampel secara acak

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran penilaian yang objektif dan representatif

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara

tatap muka secara langsung dengan responden, pengisian kuesioner secara

mandiri oleh responden, serta pengisian kuesioner secara daring melalui website

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada alamat

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat. Kombinasi

metode pengumpulan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat

partisipasi responden sekaligus memastikan kelengkapan dan keakuratan data

hasil survei.

3.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan umur

Umur merupakan salah satu karakteristik responden yang

mencerminkan tingkat kematangan seseorang dalam berpikir, bersikap,

bertindak, serta memberikan tanggapan terhadap kualitas pelayanan yang

diterima. Oleh karena itu, pengelompokan responden berdasarkan umur

menjadi penting untuk memperoleh gambaran mengenai kelompok usia yang

https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/survei-kepuasan-masyarakat
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dominan dalam pemanfaatan layanan, sehingga upaya peningkatan kualitas

pelayanan dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan masyarakat pada masing-masing kelompok umur.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4, dari total 50 orang

responden, kelompok umur yang paling dominan adalah responden berusia

lebih dari 40 tahun, yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 66%. Sementara itu,

responden yang berada pada kelompok umur 18 sampai dengan 40 tahun

berjumlah 17 orang atau sebesar 34%. Seluruh responden dalam survei ini

telah mencantumkan informasi umur, sehingga tidak terdapat data umur yang

kosong atau tidak teridentifikasi.

Komposisi responden tersebut menunjukkan bahwa pengguna layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bpelitbangda Provinsi) Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 didominasi oleh

kelompok usia di atas 40 tahun. Temuan ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam perumusan dan penyempurnaan program pelayanan,

agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik kelompok usia

dominan tanpa mengesampingkan kelompok usia lainnya.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kajian terhadap variabel jenis kelamin responden bertujuan untuk

memperoleh gambaran mengenai kelompok responden yang dominan dalam

pemanfaatan layanan. Informasi ini penting sebagai dasar dalam merancang

dan mengarahkan upaya peningkatan kualitas pelayanan agar lebih responsif

dan sesuai dengan karakteristik pengguna layanan berdasarkan perbedaan

jenis kelamin.

Berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin, dari total 50

orang responden, sebagian besar merupakan responden berjenis kelamin laki-

laki, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 62%. Sementara itu, responden

berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang atau sebesar 38%. Seluruh

responden telah mencantumkan identitas jenis kelamin, sehingga tidak

terdapat responden yang tidak mengisi atau tidak mencantumkan jenis kelamin

(0%).

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin tersebut memberikan

gambaran bahwa pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangab Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Sulawesi

Selatan di dominasi oleh responden laki-laki. Informasi ini dapat dimanfaatkan

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan

kualitas pelayanan, agar tetap memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok

pengguna layanan secara proporsional. Adapun karakteristik responden

berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan tingkat pendidikan memberikan informasi

mengenai latar belakang pendidikan masyarakat pengguna layanan pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi ini penting untuk

memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta memahami

ekspektasi dan persepsi responden terhadap kualitas layanan publik yang

diselenggarakan oleh Bappelitbangda Provinsi.

Berdasarkan hasil survei terhadap 50 orang responden, tidak terdapat

responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Responden dengan tingkat pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) berjumlah 26 orang atau sebesar 52%, yang

merupakan kelompok paling dominan. Selanjutnya, responden dengan tingkat

pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 21 orang atau sebesar 42%, sedangkan

responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 3 orang atau

sebesar 6%. Tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3)

maupun responden yang tidak mencantumkan tingkat pendidikan (0%).

Komposisi tingkat pendidikan responden tersebut menunjukkan bahwa

sebagian besar pengguna layanan memiliki latar belakang pendidikan

menengah hingga tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pengguna

layanan cenderung memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap prosedur
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dan standar pelayanan, sehingga penyampaian informasi dan peningkatan

kualitas layanan perlu dilakukan secara jelas, informatif, dan profesional.

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada

tabel berikut.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi adalah

tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 52%

Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Informasi mengenai jenis pekerjaan responden bermanfaat untuk

memahami kemampuan ekonomi, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat

sebagai pengguna layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
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Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi

Selatan. Karakteristik pekerjaan responden juga dapat menjadi dasar dalam

mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas pelayanan yang diberikan. Proporsi

karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan secara lengkap disajikan

pada Tabel dan Gambar 4.

Berdasarkan karakteristik responden menurut bidang pekerjaan, dari

total 50 orang responden, sebanyak 24 orang atau sebesar 48% merupakan

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak terdapat responden yang memiliki pekerjaan

sebagai TNI, POLRI, pegawai swasta, maupun wirausaha (0%). Sementara itu,

responden dengan kategori pekerjaan lainnya berjumlah 26 orang atau

sebesar 52%. Seluruh responden telah mencantumkan jenis pekerjaan,

sehingga tidak terdapat responden yang tidak mengisi data pekerjaan (0%).

Komposisi responden berdasarkan jenis pekerjaan tersebut

menunjukkan bahwa pengguna layanan Bappelitbangda Provinsi di dominasi

oleh kelompok PNS dan kategori pekerjaan lainnya. Informasi ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih sesuai dengan karakteristik

dan kebutuhan pengguna layanan. Adapun karakteristik responden

berdasarkan jenis pekerjaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
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Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Seluruh data karakteristik responden yang telah diperoleh dapat

dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kecenderungan dan profil

pengguna layanan publik yang berpartisipasi sebagai responden dalam

kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Data tersebut memberikan gambaran

mengenai latar belakang responden yang mencakup aspek demografis dan

sosial, sehingga membantu dalam memahami pola pemanfaatan layanan

publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, data karakteristik responden ini merupakan salah satu

dasar penting dalam proses penyusunan dan perhitungan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap seluruh unsur pelayanan yang diterima oleh

masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Dengan mempertimbangkan

karakteristik responden, hasil pengukuran IKM diharapkan dapat

mencerminkan kondisi pelayanan secara objektif, akurat, dan representatif,

serta menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas

pelayanan publik secara berkelanjutan di lingkungan Bappelitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan.
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BAB IV
LAPORAN SURVEI IKM

4. 1. Nilai Indeks Per Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas unsur-unsur pelayanan

pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,85. Nilai indeks tersebut menunjukkan
bahwa kinerja unit pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

berada pada mutu pelayanan kategori B (Baik).
Pencapaian ini didasarkan pada ketentuan interval konversi Indeks

Kepuasan Masyarakat, di mana nilai 86,85 termasuk dalam rentang 76,61–
88,30, yang merepresentasikan kualitas pelayanan yang baik. Hal ini

mencerminkan bahwa secara umum masyarakat sebagai pengguna layanan

menilai pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan, baik dari aspek

prosedur pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan layanan, maupun sikap

dan perilaku aparatur.

Dengan capaian tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

telah menunjukkan kinerja pelayanan publik yang positif. Meskipun demikian,

hasil pengukuran ini tetap menjadi dasar evaluasi untuk mendorong

peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, sehingga pada periode

berikutnya mutu pelayanan dapat terus ditingkatkan menuju kategori yang lebih

optimal.
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Hasil analisis pengolahan data survey kepuasan masyarakat dapat di
lihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Unsur Pelayanan Menurut Responden

Nomor 1–9 pada kolom (1) merupakan nomor urut unsur pelayanan

sebagaimana dideskripsikan pada kolom (2), yang dinilai berdasarkan persepsi

responden. Nilai per unsur pelayanan merupakan hasil penilaian responden

yang telah dikuantitatifkan menggunakan skala 1–4, sebagaimana disajikan

pada kolom (3).

Nilai rerata per unsur pelayanan merupakan nilai rata-rata dari masing-

masing unsur pelayanan yang tercantum pada kolom (4). Selanjutnya, nilai

rata-rata tertimbang diperoleh dari hasil perkalian antara nilai rerata per unsur

pelayanan dengan faktor penimbang sebesar 0,11, sebagaimana ditampilkan

pada kolom (5). Nilai tertimbang ini merupakan angka baku yang digunakan

dalam pengukuran kuantitatif tingkat kepuasan layanan.

Rincian nilai pelayanan dari setiap unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Nilai per unsur pelayanan

Nilai per unsur pelayanan adalah respon dari responden yang

dikuantitatifkan dalam skala 1-4.
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b.Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata per
unsur pelayanan sebagai berikut :

c. Nilai Indeks Unit Pelayanan

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara berikut :

= (U1 x 0,11) + (U2 x 0,11) + (U3 x 0,11) + (U4 x 0,11) + (U5 x 0,11) +

(U6 x 0,11) + (U7 x 0,11) + (U8 x 0,11) + (U9 x 0,11)

= (3,58 x 0,11) + (3,74 x 0,11) + (3,82 x 0,11) + (3,94 x 0,11) +

(3,48 x 0,11) + (3,60 x 0,11) + (3,22 x 0,11) + (3,14 x 0,11) +

(3,98 0,11)

= 3,58
Sehingga dari hasil perhitungan di atas diperoleh Nilai indeks unit

pelayanan sebesar 3,58.

Nilai rata-rata tertimbang adalah nilai rata-rata per unsur yang dikalikan

dengan penimbang 0,11.

4. 2. Hasil Analisa Data Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun hasil analisa data Survei Kepuasan masyarakat (SKM)

berdasarkan 9 (Sembilan) unsur pelayanan sebagai indikator penilaian,

sebagai berikut :

NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

3,58 3,74 3,82 3,94 3,48 3,60 3,22 3,14 3,98
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Tabel 9. Nilai Unsur Pelayanan Menurut Responden

1. Persyaratan

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk Persyaratan pada tabel berikut

ini.

Tabel 10. Jawaban Responden terhadap unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Persyaratan, sebagaimana disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa

sebesar 58% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban D, yang
menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi. Hasil pengukuran tersebut

menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,58, yang berada pada interval

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,5324–4,00.
Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Persyaratan

termasuk dalam kategori A, yang merepresentasikan kualitas pelayanan

Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pengguna
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layanan menilai persyaratan pelayanan yang ditetapkan telah jelas, mudah

dipahami, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan perizinan, khususnya pada ruang lingkup

Persyaratan, berada pada kategori SANGAT BAIK. Capaian ini

mencerminkan keberhasilan unit pelayanan dalam menetapkan persyaratan

yang transparan dan tidak memberatkan pengguna layanan, serta perlu

dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. Prosedur

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Prosedur

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Jawaban Responden terhadap unsur Prosedur

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Prosedur, sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa

sebanyak 74% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban D, yang
menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi. Hasil penilaian tersebut menghasilkan

nilai rerata skor sebesar 3,74, yang berada pada interval Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 3,524–4,00.

Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Prosedur

termasuk dalam kategori A, yang mencerminkan kualitas pelayanan Sangat
Baik. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan dinilai telah berjalan

secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta mampu

meminimalkan kendala dalam proses pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat pengguna layanan pada ruang lingkup Prosedur berada pada
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kategori SANGAT BAIK. Capaian ini mengindikasikan efektivitas penerapan

standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, sekaligus menjadi dasar untuk

mempertahankan konsistensi dan terus melakukan penyempurnaan guna

meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3. Waktu Pelayanan

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Waktu

Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Jawaban Responden terhadap unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Waktu Pelayanan, sebagaimana disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa
82% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban D, yang

menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi. Hasil pengukuran tersebut

menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,82, yang berada pada interval

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,532–4,00.
Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Waktu

Pelayanan termasuk dalam kategori A, yang merepresentasikan kualitas

pelayanan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat

pengguna layanan menilai waktu penyelesaian pelayanan telah sesuai dengan

standar yang ditetapkan, relatif cepat, serta mampu memenuhi ekspektasi

pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pada ruang lingkup Waktu Pelayanan berada

pada kategori SANGAT BAIK. Capaian ini mencerminkan efektivitas

pengelolaan waktu pelayanan oleh unit kerja terkait dan menjadi indikator
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penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendorong

peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

4. Biaya/Tarif

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Biaya/Tarif

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Jawaban Responden terhadap unsur Biaya/Tarif Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Biaya/Tarif Pelayanan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui
bahwa 94% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban D, yang
mencerminkan tingkat kepuasan tertinggi. Hasil penilaian tersebut

menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,94, yang berada pada interval

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,5324–4,00.
Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Biaya/Tarif

Pelayanan termasuk dalam kategori A, yang menunjukkan kualitas pelayanan

Sangat Baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat pengguna

layanan menilai biaya atau tarif pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, transparan, serta tidak memberatkan pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pada ruang lingkup Biaya/Tarif Pelayanan
berada pada kategori SANGAT BAIK. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan

unit pelayanan dalam menerapkan prinsip keterjangkauan dan kejelasan biaya,

sekaligus menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan

kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Produk Spesifikasi Pelayanan

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Produk
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Spesifikasi Pelaynan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Jawaban Responden terhadap unsur Produk Spesifikasi Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Produk Spesifikasi Pelayanan, diketahui bahwa 52% dari total 50
responden cenderung memilih jawaban C, yang menunjukkan tingkat

kepuasan yang baik. Hasil penilaian tersebut menghasilkan nilai rerata skor
sebesar 3,48, yang berada pada interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3,0644–3,532.

Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Produk

Spesifikasi Pelayanan termasuk dalam kategori B, yang mencerminkan

kualitas pelayanan Baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum

masyarakat pengguna layanan menilai produk atau hasil pelayanan yang

diterima telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, meskipun masih

terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan

dapat lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pada ruang lingkup Produk Spesifikasi
Pelayanan berada pada kategori BAIK. Hasil ini menjadi dasar penting bagi

unit pelayanan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,

khususnya dalam meningkatkan kesesuaian dan kualitas produk pelayanan

agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara lebih maksimal.

6. Komptensi Pelaksana

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai

Kompetensi Pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 15. Jawaban Responden terhadap Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Kompetensi Pelaksana, diketahui bahwa 60% dari total 50 responden
cenderung memilih jawaban D, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang

sangat tinggi. Hasil penilaian tersebut menghasilkan nilai rerata skor sebesar
3,60, yang berada pada interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,532–
4,00.

Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Kompetensi

Pelaksana termasuk dalam kategori A, yang mencerminkan kualitas

pelayanan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna

layanan menilai petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, baik

dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan dalam

memberikan pelayanan secara profesional dan responsif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat pada ruang lingkup Kompetensi Pelaksana berada pada kategori

SANGAT BAIK. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan unit

pelayanan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta

perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjaga

kualitas pelayanan publik yang optimal.

7. Perilaku Pelaksana

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Perilaku

Pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 16. Jawaban Responden terhadap Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Perilaku Pelaksana, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui

bahwa 78% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban C, yang
mencerminkan tingkat kepuasan yang baik. Hasil penilaian tersebut

menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,22, yang berada pada interval

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,0644–3,532.
Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Perilaku

Pelaksana termasuk dalam kategori B, yang menunjukkan kualitas pelayanan

Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat pengguna

layanan menilai perilaku petugas pelayanan telah bersikap sopan, ramah, dan

cukup responsif dalam melayani, meskipun masih terdapat ruang untuk

peningkatan guna mencapai kualitas pelayanan yang lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat pengguna layanan pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana berada
pada kategori BAIK. Hasil ini menjadi dasar evaluasi bagi unit pelayanan untuk
terus meningkatkan sikap profesional, etika pelayanan, serta kualitas interaksi

antara petugas dan masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang

semakin prima.

8. Sarana dan Prasarana

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai Sarana dan

Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 43

Tabel 17. Jawaban Responden terhadap Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Sarana dan Prasarana, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui
bahwa 86% dari total 50 responden cenderung memilih jawaban C, yang
mencerminkan tingkat kepuasan yang baik. Hasil penilaian tersebut

menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,14, yang berada pada interval

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,0644–3,532.
Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Sarana dan

Prasarana termasuk dalam kategori B, yang menunjukkan kualitas pelayanan

Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat pengguna

layanan pmenilai ketersediaan dan kondisi sarana serta prasarana pelayanan

telah memadai dan mendukung kelancaran proses pelayanan, meskipun masih

terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memberikan

kenyamanan dan kemudahan yang lebih optimal bagi pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pada ruang lingkup Sarana dan Prasarana
berada pada kategori BAIK. Hasil ini menjadi dasar evaluasi bagi unit

pelayanan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas

fasilitas pelayanan guna menunjang terwujudnya pelayanan publik yang

semakin efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil analisa jawaban 50 responden untuk pertanyaan mengenai

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilihat pada tabel berikut

ini.
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Tabel 18. Jawaban Responden terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden pada unsur

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, sebagaimana disajikan pada
tabel di atas, diketahui bahwa 99% dari total 50 responden cenderung

memilih jawaban D, yang mencerminkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

Hasil penilaian tersebut menghasilkan nilai rerata skor sebesar 3,98, yang
berada pada interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,5324–4,00.

Berdasarkan interval tersebut, mutu pelayanan pada unsur Penanganan

Pengaduan, Saran, dan Masukan termasuk dalam kategori A, yang

menunjukkan kualitas pelayanan Sangat Baik. Capaian ini mengindikasikan

bahwa mekanisme penanganan pengaduan serta penyampaian saran dan

masukan telah berjalan secara efektif, responsif, dan transparan, sehingga

mampu memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan bagi masyarakat

pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pada ruang lingkup Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan berada pada kategori SANGAT BAIK. Hasil ini menjadi
indikator penting keberhasilan unit pelayanan dalam membangun komunikasi

dua arah dengan masyarakat serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan

secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

secara menyeluruh.
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4. 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Dari hasil pengolahan data diperoleh indeks masing-masing

indikator pelayanan yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Nilai Indeks masing-masing indikator unsur pelayanan terdapat pada tabel

berikut.

Tabel 19. Indeks Masing-Masing Indikator Unsur Pelayanan

Nilai dari masing-masing indikator IKM di dapat dari nilai rata-rata unsur

pelayanan di kalikan dengan nilai dasar.

Gambaran kinerja unit pelayanan disusun berdasarkan hasil Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Provinsi Sulawesi Selatan. Survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat

terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai indikator utama kualitas

pelayanan publik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum kinerja

pelayanan telah berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik, meskipun
masih terdapat beberapa unsur yang memerlukan perhatian dan peningkatan

berkelanjutan, sebagai berikut :
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1. Persyaratan
Unsur persyaratan memperoleh nilai indeks 89,50, yang menunjukkan bahwa

kemudahan persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik. Hal ini

mencerminkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah memahami dan

mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, masih

diperlukan upaya penyederhanaan dan penyesuaian persyaratan agar proses

pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak menimbulkan beban

administratif bagi masyarakat.

2. Prosedur
Nilai indeks unsur prosedur pelayanan sebesar 93,50 menempatkan unsur ini

dalam kategori Baik. Prosedur pelayanan dinilai telah berjalan cukup efektif dan
terstruktur, namun perlu terus disederhanakan agar alur pelayanan menjadi

lebih efisien, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,

khususnya pemohon layanan baru.

3. Waktu Pelayanan
Unsur waktu pelayanan memperoleh nilai indeks 95,50, yang berada pada

kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu

pelayanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu

memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada masyarakat. Ke depan,

optimalisasi waktu pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar

konsistensi kinerja tetap terjaga pada seluruh jenis layanan.

4. Biaya/Tarif Pelayanan
Unsur biaya atau tarif pelayanan memperoleh nilai indeks 98,50, yang

mencerminkan kualitas pelayanan Sangat Baik. Masyarakat menilai bahwa
biaya pelayanan telah transparan, wajar, serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan

keberhasilan unit pelayanan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan

keterbukaan informasi publik.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Nilai indeks unsur produk spesifikasi jenis pelayanan sebesar 87,00, yang
termasuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil atau output

pelayanan pada umumnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan,

namun belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu,
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peningkatan kualitas hasil pelayanan perlu terus diupayakan melalui penguatan

kinerja aparatur dan pengendalian mutu pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana
Unsur kompetensi pelaksana memperoleh nilai indeks 90,00, yang

menunjukkan bahwa aparatur pelayanan memiliki kompetensi yang Sangat
Baik. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan pengembangan kompetensi tetap diperlukan agar aparatur

mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tuntutan pelayanan publik

yang semakin kompleks.

7. Perilaku Pelaksana
Unsur perilaku pelaksana memperoleh nilai indeks 80,50, yang berada pada

kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap aparatur dalam memberikan

pelayanan dinilai cukup ramah dan profesional. Namun, peningkatan kualitas

sikap, etika, dan komunikasi pelayanan tetap perlu dilakukan secara konsisten

untuk mewujudkan pelayanan yang lebih humanis dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat.

8. Sarana dan Prasarana
Nilai indeks unsur sarana dan prasarana sebesar 78,50, yang menunjukkan

kualitas pelayanan pada kategori Baik. Meskipun fasilitas pelayanan dinilai

cukup memadai, masih diperlukan peningkatan kualitas, kenyamanan, serta

aksesibilitas sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar pelayanan dan

kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan memperoleh nilai indeks

99,50, yang mencerminkan kualitas pelayanan Sangat Baik. Hal ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan telah berjalan secara efektif dan

responsif. Ke depan, penguatan kapasitas personel serta optimalisasi sarana

pendukung pengaduan perlu terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat

terhadap sistem pengaduan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, hasil SKM menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori Baik hingga
Sangat Baik. Unsur waktu pelayanan, biaya/tarif, serta penanganan pengaduan
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menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, sedangkan unsur produk

pelayanan, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana menjadi fokus utama

yang perlu ditingkatkan. Hasil survei ini menjadi dasar penting bagi perumusan

kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Nilai Indeks Unit Pelayanan adalah jumlah keseluruhan nilai unsur pelayanan

yang dapat dilihat pada Tabel 20 sebagai berikut :

Tabel 20. Nilai Indeks Unit Pelayanan

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi

= Nilai Indeks x Nilai Dasar

= 3,58 x 25

= 89,5

b. Mutu pelayanan A.

c. Kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK
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4. 4. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Dari hasil analisa maka diperoleh Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan sebagai
berikut :

Tabel 21. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dengan mengacu pada Tabel Nilai

Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Interval Konversi IKM, serta

Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan, dilakukan pengolahan data terhadap

indeks masing-masing unsur pelayanan. Proses pengolahan data tersebut

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan perangkat lunak (software)

untuk memastikan ketepatan dan konsistensi hasil perhitungan.

Hasil pengolahan data tersebut menghasilkan nilai indeks untuk setiap

unsur pelayanan yang selanjutnya disajikan dalam tabel berikut. Nilai-nilai ini

menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang

diberikan, sekaligus menunjukkan mutu kinerja unit pelayanan berdasarkan

klasifikasi interval IKM yang telah ditetapkan. Data tersebut menjadi dasar penting
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dalam melakukan analisis capaian kinerja pelayanan, mengidentifikasi unsur

pelayanan yang telah optimal, serta menentukan aspek-aspek yang masih

memerlukan peningkatan guna mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik

secara berkelanjutan, maka diperoleh nilai seperti dalam tabel berikut :

4. 5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

4.5.1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

pada Tahun 2025, diperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik yang secara umum berada pada

kategori Baik hingga Sangat Baik. Meskipun demikian, hasil survei

juga menunjukkan masih adanya beberapa aspek pelayanan yang

perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh

karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terarah dan

terukur sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun

rekomendasi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Perlu dilakukan penambahan serta peningkatan kualitas sarana dan

prasarana pelayanan agar lebih memadai dan sesuai dengan standar

pelayanan yang ditetapkan. Upaya ini mencakup perbaikan fasilitas

fisik, penyediaan sarana pendukung layanan, serta peningkatan

kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan,

termasuk kelompok rentan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang
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memadai diharapkan dapat menunjang kelancaran proses pelayanan

dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

2. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Aparatur Pelayanan

Diperlukan peningkatan kompetensi dan keterampilan (skill) aparatur

pelaksana pelayanan publik melalui kegiatan pelatihan, bimbingan

teknis, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Penguatan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan

profesionalisme aparatur, kemampuan komunikasi pelayanan, serta

pemahaman terhadap regulasi dan standar pelayanan, sehingga

pelayanan yang diberikan menjadi lebih responsif, efektif, dan

berkualitas.

3. Peningkatan Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, khususnya pada unsur Produk Spesifikasi Jenis

Pelayanan, dengan cara mengoptimalkan kinerja aparatur dan

meningkatkan pengendalian mutu pelayanan. Langkah ini diharapkan

dapat menghasilkan produk pelayanan yang lebih tepat waktu, akurat,

dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, sehingga

dapat meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa secara

signifikan.

4. Penguatan Sistem Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat perlu terus dilakukan

secara berkala dan berkelanjutan sebagai instrumen evaluasi kinerja

pelayanan publik. Hasil SKM dapat digunakan sebagai dasar untuk

membandingkan capaian kinerja pelayanan dari periode ke periode,

mengidentifikasi tren peningkatan maupun penurunan kualitas

pelayanan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih

tepat sasaran. Dengan demikian, SKM menjadi bagian integral dalam

upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat

secara berkesinambungan.
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5. Integrasi Hasil SKM dalam Perencanaan dan Pengambilan
Kebijakan

Hasil SKM perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan,

penganggaran, dan pengambilan kebijakan di lingkungan unit

pelayanan. Integrasi ini bertujuan agar setiap rekomendasi hasil

survei dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui program dan

kegiatan yang terukur, sehingga peningkatan kualitas pelayanan

publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit pelayanan dalam melakukan

perbaikan dan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan komitmen

dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan

publik diharapkan dapat terus terwujud seiring dengan meningkatnya kepuasan dan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4.5.2. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen unit pelayanan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, hasil

rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perlu ditindaklanjuti

melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan

berkesinambungan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap rekomendasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat

diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak positif

terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Adapun tindak lanjut

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Unit pelayanan perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara

rutin terhadap seluruh proses pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemantauan pelaksanaan standar

pelayanan, evaluasi efektivitas prosedur, serta identifikasi kendala
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dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Fokus

utama monitoring dan evaluasi diarahkan pada aspek sarana dan

prasarana, perilaku pelaksana, serta produk spesifikasi jenis

pelayanan, yang berdasarkan hasil SKM masih memerlukan

peningkatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya

digunakan sebagai dasar dalam merumuskan langkah perbaikan

dan penyempurnaan pelayanan secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur

pelayanan, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya

manusia melalui pelaksanaan atau keikutsertaan dalam kegiatan

pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta

program pengembangan kompetensi lainnya. Peningkatan

kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis,

pemahaman regulasi, keterampilan komunikasi, serta sikap dan

etika pelayanan aparatur, sehingga pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan berorientasi pada

kepuasan pengguna layanan.

3. Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pelayanan Publik

Unit pelayanan perlu mendorong terciptanya inovasi pelayanan

publik sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas dan

efektivitas pelayanan. Inovasi dapat dikembangkan melalui

penyederhanaan alur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi

dan digitalisasi layanan, serta pengembangan metode pelayanan

yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan

inovasi pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan

kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta transparansi,

sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel.
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4. Penguatan Budaya Pelayanan Prima

Selain aspek teknis dan sistem, diperlukan pula penguatan budaya

pelayanan prima di lingkungan unit pelayanan. Hal ini dapat

dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai pelayanan publik,

pembinaan sikap dan perilaku aparatur, serta pemberian apresiasi

bagi pegawai yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik.

Penguatan budaya pelayanan prima diharapkan dapat mendorong

aparatur untuk memberikan pelayanan secara konsisten, ramah,

dan profesional kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat

secara terencana dan berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik

pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus meningkat dan selaras

dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Tindak lanjut ini menjadi wujud nyata

komitmen unit pelayanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,

profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PENILAIAN IKM

Dalam rangka menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan

publik, pemantauan, evaluasi, serta mekanisme pelaporan hasil penilaian Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem pengendalian kinerja pelayanan publik. Khususnya pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan IKM tidak hanya

dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam

mengukur kinerja, merumuskan kebijakan, serta meningkatkan kepuasan

masyarakat secara berkesinambungan.

1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan IKM

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten dan berkelanjutan

melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap seluruh tahapan

pelaksanaan penilaian IKM, mulai dari perencanaan survei, pengumpulan data,

pengolahan data, hingga penyusunan laporan hasil survei. Pemantauan dan

evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan IKM berjalan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan data yang akurat,

objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pelaporan Hasil Kinerja Pelayanan kepada Pimpinan

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja unit pelayanan disusun dalam bentuk

laporan resmi dan dilaporkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi

Selatan. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan strategis dalam

penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan

pimpinan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan

publik.
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3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Pelaksanaan

Mekanisme pelaporan hasil penilaian IKM yang diperoleh melalui pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan

untuk menjamin keseragaman metode, akuntabilitas pelaksanaan, serta

legitimasi hasil penilaian IKM sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan publik.

4. Pengujian Kualitas dan Analisis Data Responden

Untuk menjamin kualitas data, dilakukan pengujian terhadap pendapat

masyarakat yang dihimpun melalui kuesioner survei. Data responden selanjutnya

dikompilasi dan dianalisis berdasarkan karakteristik demografis, seperti kelompok

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama. Analisis ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran profil responden, mengidentifikasi

kecenderungan persepsi masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan

kebijakan pelayanan yang lebih tepat sasaran.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Hasil IKM

Sebagai wujud akuntabilitas publik, hasil penyusunan IKM unit beserta rencana

dan tindak lanjut perbaikannya dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat dapat

mengetahui capaian kinerja pelayanan serta upaya perbaikan yang dilakukan

oleh unit pelayanan. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kewajiban Penyusunan IKM oleh Seluruh Unit Pelayanan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh unit pelayanan pada instansi

pemerintah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan

pelayanan kepada masyarakat, wajib menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat

secara periodik. Keberhasilan pelaksanaan SKM sangat bergantung pada

komitmen dan kesungguhan pimpinan instansi, aparatur pelaksana, serta

partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.
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7. Publikasi Nilai dan Metodologi IKM kepada Publik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat beserta metode survei yang digunakan wajib

diinformasikan kepada publik. Informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui

ruang pelayanan atau gedung Bappelitbagda Provinsi Sulawesi Selatan, media

cetak, media pemberitaan daring, situs web resmi instansi, serta media informasi

lainnya. Publikasi ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi dan

mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Indeks

Kepuasan Masyarakat yang terstruktur, transparan, dan berkesinambungan, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan

kualitas pelayanan publik secara konsisten dan terukur. Mekanisme ini menjadi

instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel,

serta berorientasi pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan dinamika peningkatan kualitas

pelayanan publik yang semakin kompleks, aparatur pemerintah, khususnya pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, dituntut untuk terus melakukan

pembenahan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan. Salah satu

instrumen utama yang perlu dioptimalkan adalah pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan guna

memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang objektif dan dapat dijadikan

dasar pengambilan kebijakan.

Pelaksanaan SKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, tetapi juga sebagai

sarana evaluasi kinerja organisasi dalam mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan

yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui hasil SKM, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat merumuskan

strategi peningkatan kualitas pelayanan yang lebih tepat sasaran, berbasis data,

dan selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat sebagai pengguna

layanan.

Selain itu, hasil SKM dan IKM menjadi dasar penting dalam mendorong

terciptanya inovasi pelayanan publik, baik melalui penyederhanaan prosedur,

peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kompetensi aparatur,

maupun perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Inovasi-inovasi

tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas

layanan, sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin mudah diakses, cepat,

transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan SKM secara berkelanjutan juga merupakan wujud komitmen

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam hal transparansi,

akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi

pelayanan publik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui survei

kepuasan, instansi dapat membangun hubungan yang lebih terbuka dan konstruktif

antara pemerintah dan masyarakat.
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Dengan demikian, melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, diharapkan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan mampu mewujudkan aparatur

pemerintah yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat, serta secara konsisten meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan

publik demi tercapainya pelayanan yang prima dan berkelanjutan.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat

disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025 berada pada Kategori A dengan Kinerja Unit Pelayanan “SANGAT
BAIK”. Capaian ini ditunjukkan oleh nilai IKM Konversi sebesar 89,38, yang
berada pada interval 88,31–100,00, sesuai dengan ketentuan penilaian Indeks

Kepuasan Masyarakat.

Capaian nilai tersebut mencerminkan bahwa secara umum masyarakat

sebagai pengguna layanan menilai kinerja pelayanan yang diberikan telah

memenuhi bahkan melampaui harapan, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan,

biaya/tarif, kompetensi pelaksana, maupun mekanisme penanganan pengaduan.

Hasil ini sekaligus menjadi indikator bahwa sistem pelayanan yang diterapkan telah

berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ini menunjukkan

bahwa kinerja pelayanan pada Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan telah berada

pada jalur yang tepat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tidak boleh berhenti pada

capaian nilai semata, melainkan harus terus dilakukan secara menyeluruh,

terencana, dan berkelanjutan.

Hasil IKM ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan

kebijakan peningkatan pelayanan ke depan, sekaligus memperkuat komitmen
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aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.

6.2. Saran

Kepada seluruh jajaran manajemen, pimpinan, dan staf pada Badan

Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan agar hasil Survei

Kepuasan Masyarakat ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi

kinerja pelayanan secara menyeluruh. Perhatian khusus perlu diberikan pada unsur

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, mengingat unsur tersebut memperoleh nilai

terendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa

hasil atau output pelayanan yang diterima masyarakat masih perlu disempurnakan

agar semakin sesuai dengan kebutuhan, harapan, serta standar pelayanan yang

telah ditetapkan.

Peningkatan pada aspek Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan perlu

dilakukan melalui peninjauan kembali kesesuaian produk layanan dengan regulasi,

penyempurnaan alur pelayanan, serta peningkatan kualitas kinerja aparatur yang

terlibat langsung dalam proses pelayanan. Dengan demikian, produk layanan yang

dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan

kepastian, kejelasan, dan manfaat nyata bagi masyarakat pengguna layanan.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan juga perlu diarahkan

pada unsur prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, serta sarana dan

prasarana. Penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanan diharapkan

dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, sementara kejelasan

dan kemudahan persyaratan akan mengurangi potensi hambatan dalam proses

pelayanan. Di sisi lain, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas, menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan

pelayanan yang nyaman, aman, dan mendukung efektivitas kerja aparatur.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang

luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi aparatur penyelenggara pelayanan

publik, laporan ini menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna

meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Bagi

masyarakat sebagai pengguna layanan, laporan ini dapat dijadikan sarana

informasi dan pengawasan terhadap kinerja unit pelayanan publik.





LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 1

LAMPIRAN 1, KUESIONER

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bapak/Ibu/Saudara yang kami hormati, Kami dari Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang melaksanakan Survei
Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel. Tujuan
survei ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan mengevaluasi
kinerja layanan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di
masa mendatang.

IDENTITAS RESPONDEN
OPD :

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan

Pendidikan Terakhir : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D1-D4

5. S1 6. S2 7. S3

Jabatan : 1. Eselon II 2. Eselon III 3.

Eselon IV

4. Fungsional 7. Pelaksana/lainnya

Nomor HP :

Tanggal Survei :

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA
Jenis Pelayanan : 1. Konsultasi/ koordinasi rencana kegatan

2. Bimbingan teknis/ sosialisasi kebijakan

3. Data dan informasi

TTD :
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(............................................)

I. Kuesioner SKM menilai kepuasan saudara terhadap pelayanan yang
diberikan Bappelitbangda Prov. Sulsel dengan skala;

1. Tidak Puas (TP) 2. Kurang Puas (KP) 3. Puas (P) 4. Sangat
Puas (SP)

NO PERTANYAAAN TP KP P SP
Alasan jika
jawaban

“TP atau KP”
(Masukan/saran)

1 PERSYARATAN

1. 1
Bagaimana pendapat Saudara tentang
kemudahan persyaratan dalam
mendapatkan pelayanan?

1 2 3 4

2 PROSEDUR

2.1
Bagaimana menurut saudara tentang
ketersediaan informasi yang jelas dan
lengkap mengenai prosedur pelayanan ?

1 2 3 4

2.2 Bagaimana pendapat Saudara tentang
kemudahan prosedur pelayanan? 1 2 3 4

2.3 Bagaimana pendapat saudara tentang
transparansi status pelayanan? 1 2 3 4

3 WAKTU PELAYANAN

3.1 Bagaimana pendapat Saudara tentang
kecepatan dalam memberikan pelayanan? 1 2 3 4

3.2 Bagaimana ketepatan waktu dalam
pelayanan? 1 2 3 4

4 BIAYA/TARIF

4.1 Apakah ada biaya dalam menerima
pelayanan? 1 2 3 4

Jika tidak ada
biaya lanjut ke
No.5.1

4.2

Bagaimana pendapat Saudara tentang
kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
fasilitas?

1. Sangat mahal 3. Murah
2. Cukup Mahal 4. Gratis

1 2 3 4

4.3 Apakah ada biaya tambahan diluar
ketentuan yang berlaku? 1 2 3 4

5 PRODUK LAYANAN
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5.1
Bagaimana pendapat Saudara tentang
kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov.
Sulsel?

1 2 3 4

5.2
Bagaimana harapan Saudara tentang
kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov.
Sulsel?

1 2 3 4

6 KOMPTENSI PELAKSANA

6.1

Bagaimana kemampuan/kompetensi
pejabat/narasumber/fasilitator atau
petugas pelayanan dalam memberikan
pelayanan?

1 2 3 4

7 PERILAKU PELAKSANA

7.1
Bagaimana kemudahan menghubungi
pejabat/narasumber/fasilitator atau
petugas pelayanan?

1 2 3 4

7.2
Bagaimana responsif serta kepedulian
pejabat/narasumber/fasilitatior atau
petugas pelayanan?

1 2 3 4

7.3

Bagaimana konsistensi atau komitmen
pejabat/narasumber/fasilitator atau
petugas pelayanan dalam memberikan
pelayanan?

1 2 3 4

8 SARANA DAN PRASARANA

8.1
Bagaimana ketersediaan fasilitas
pelayanan (ruang pelayanan dll), apakah
sudah memadai?

1 2 3 4

8.2 Bagaimana Ketersediaan Data Provinsi
Sulawesi Selatan? 1 2 3 4

8.3 Bagaimana penyajian Data Provinsi
Sulawesi Selatan? 1 2 3 4

8.4 Bagaimana pelaksanaan asistensi
pendampingan ke instansi saudara? 1 2 3 4

8.5

Bagaimana peran Bappelitbangda Prov.
Sulsel dalam dukungan Fasilitasi
Penunjang Kegiatan Pembangunan di
Kabupaten/Kota?

1 2 3 4

8.6
Bagaimana Pemanfaatan Website
Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam
mendukung kinerja organisasi saudara? *

1 2 3 4

8.7
Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan dalam
mendukung kinerja organisasi saudara?

1 2 3 4

9 LAYANAN ADUAN

9.1
Bagaimana pendapat Saudara tentang
sarana penanganan pengaduan layanan
Bappelitbangda?

1 2 3 4

9.2
Melalui media apa Saudara mengajukan
pengaduan/saran/masukan ke
Bappelitbangda Prov. Sulsel?



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025)

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK (PPID Pelaksana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2025) 4

1. Kotak Saran/Website/Media sosial
2. Fasilitator/ Petugas Pelayanan
3. Lainnya

II. INOVASI PELAYANAN

Menurut saudara, inovasi pelayanan apa yang perlu diadakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan?
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LAMPIRAN 2. TABEL SAMPEL
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LAMPIRAN 3. TABEL ANALISA DATA RESPONDEN TERHADAP UNSUR
PELAYANAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2025
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